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A. Latar Belakang Masalah
Penyelesaian sengketa ataupun perkara melalui jalur hukum dipandang sebagai penyelesaian yang sesuai dengan negara hukum dan negara demokrasi. Dalam sebuah negara hukum[footnoteRef:1], penyelesaian sengketa melalui jalur hukum—dengan peradilan bebas sebagai lembaga penyelenggaranya—itu, merupakan salah satu unsurnya.[footnoteRef:2] Tidak ada negara hukum tanpa tegaknya hukum melalui pengadilan yang bebas. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum menjadi keniscayaan dalam negara demokrasi karena dalam negara demokrasi kedudukan seluruh warga setara. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dan perlakuan dari negara. Hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dengan latar belakang apapun.  [1:  Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976), h. 74.]  [2: Di dunia ini, sesungguhnya berbagai konsep negara hukum telah dirumuskan sepanjang sejarah umat manusia. Immanuel Kant, misalnya, merumuskan negara hukum sebagai Nachtwakerstaat atau Nachtwachterstaat (“negara jaga malam”) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan negara hukum menurut konsep Kant ini dinamakan negara hukum liberal. Hanya ada dua unsur dalam negara hukum liberal yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar…, h. 76. Kekuasaan yang dimaksud adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang dimaksud terakhir adalah peradilan yang independen. ] 

Akan tetapi, pada negara hukum dan negara negara demokrasi tidak tertutup kemungkinan terbukanya pintu bagi masuknya diskriminasi; pihak-pihak sekelompok atau sealiran dilayani sebaik-baiknya dan pihak-pihak yang berseberangan ditindas; pihak-pihak yang memiliki kekuatan—jabatan, kekayaan, pengaruh, dll—terlindungi hak-hak mereka dan tidak sebaliknya. Pada negara hukum pula mungkin terjadi ketidakadilan, ketika seorang koruptor milyaran rupiah, misalnya, tidak bisa dipenjarakan demi tegaknya hukum dan seorang maling ayam digiring ke kantor polisi, setelah babak belur dihajar massa, juga demi tegaknya hukum. Pada negara hukum dapat terjadi aparat penegak hukum sigap menyelidik suatu peristiwa yang ditengarai merupakan peristiwa hukum. Namun dapat pula terjadi, suatu peristiwa hukum yang terang benderang diketahui umum, mereka diamkan. Semuanya dijalankan atas nama penegakan hukum. 
Menjalankan hukum yang didasari ketidakadilan, diskriminasi, dan keberpihakan dapat pula terjadi pada hukum Islam. Seorang tokoh agama yang sangat paham tentang hukum Islam menikahi salah seorang santri perempuannya yang sangat belia. Ia menganggap pernikahannya itu sah karena telah memenuhi syarat dan rukun meskipun ia tahu orang tua si gadis sangat patuh kepadanya dan akan memenuhi keinginannya itu, apapun resikonya. Begitu juga seseorang yang terpelajar dalam hukum Islam menikah secara sirri karena ia beralasan bahwa pernikahan itu tidak melanggar hukum agama. Dalam hukum ibadah, seseorang merasa salatnya sah karena seluruh syarat dan rukun telah ia penuhi. Padahal, dari tubuhnya tercium bau yang tidak sedap yang membuat tidak nyaman orang-orang di sekitarnya. Seseorang merasa tidak ada masalah ketika ia menikmati kekayaannya karena ia telah membayar zakat sesuai ketentuan. Padahal orang-orang di sekitarnya terkapar kelaparan dan serba kekurangan.
Boleh jadi itu semua disebabkan oleh salah dalam memahami hukum, salah menafsirkannya, dan salah menerapkannya; atau lebih jauh daripada itu, salah iktikad dalam penegakan hukum. Hukum tidak bisa menghentikan orang untuk salah memahaminya, salah menafsirkannya, dan salah menerapkannya. Namun, hukum itu dapat menjalankan fungsinya—memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat—apabila peraturan-peraturan yang dilahirkannya memiliki asas yang merupakan sumber atau jantungnya. Asas hukum menjadi fondamentum umum dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat peraturan hukum. Asas hukum dapat dikatakan sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan pasal-pasal sehingga pendekatan penafsiran, penerapan, dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas hukum.[footnoteRef:3] Asas hukum menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka karena asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.[footnoteRef:4] [3: M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7-Th 1989 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 37.]  [4:  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum  (Bandung: Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 45.] 

Tidak ada keharusan untuk memahami hukum Islam secara literer karena maksud dari sebuah peraturan sesungguhnya tidak selalu ada pada rangkaian kata-kata yang dikandungnya. Itulah sebabnya, untuk memahami sebuah aturan diperlukan pengetahuan tentang sababun-nuzul atau sababul-wurud dari nash yang menjadi dalilnya. Bahkan, ketika pemahaman terhadap hukum, literer maupun substansial, telah diperoleh tetapi belum memberikan kepuasaan atau ketenangan, Rasulullah saw menyuruh meminta fatwa kepada hati: “Mintalah fatwa ke hatimu!”[footnoteRef:5] Betapapun secara rasional orang sudah sampai kepada kebenaran hukum tetapi gelisah, ia sebaiknya bertanya kepada hatinya agar nyaman dan tenang. [5:  Al-Majmu’, Juz IX, h. 150.
عن وابصة بن مصدر رضى الله عنه قال (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدور وان افتاك الناس وأفتوك) حديث حسن رواه احمد بن حنبل والدارمى في مسنديهما.] 

Hukum di Indonesia dan fikih telah menjadikan hati sebagai kendali dalam penegakan hukum, termasuk hukum keluarga. Salah satu asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Asas ini melahirkan aturan, di antaranya, bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan di hadapan majelis hakim di pengadilan. Nilai etik yang menjadi sumber dari asas itu adalah bahwa pemutusan ikatan perkawinan secara sepihak adalah kesewenang-wenangan. Demikian pula, aturan fikih yang membolehkan poligami merupakan turunan dari asas hukum poligami terbatas—terbatas jumlah perempuan yang dinikahi dan terbatas klasifikasinya. Asas ini bersumber dari nilai keadilan. 
Setiap manusia atau kelompok manusia menganut nilai-nilai tertentu yang mereka pandang mulia yang seringkali berbeda antara satu dengan lainnya. Nilai-nilai itu kemudian dijabarkan menjadi asas-asas hukum yang pada giliran berikutnya diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan. Sudah selayaknya peraturan dipahami sesuai dengan asasnya dan asas itu dipahami sesuai dengan nilai. “Norma hukum positif (yang sedang berlaku) dapat diumpamakan laksana air sungai yang mengalir dari sumbernya yaitu dari asas-asas hukum. Aliran sungai mengalir ke muara, tak pernah berbalik mudik ke hulu.” Dengan demikian norma-norma hukum yang lebih rendah tingkatannya atau derajatnya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini norma-norma hukum positif tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum. Jelaslah bahwa norma-norma hukum positif merupakan penafsiran dan penjabaran lebih lanjut dari asas-asas hukum.[footnoteRef:6] [6:  Syarif, Perundang-undangan…, h. 8.] 

Selama dalam bentuk peraturan, kesesuaian antara aturan yang lebih rendah dengan aturan di atasnya masih dapat dikontrol melalui lembaga yang disebut judicial review. Namun, apabila aturan berhadapan dengan nilai maka akhlaklah yang mampu mengawal aturan agar tidak menjauh dari nilai. Ketika seorang seorang polisi menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh sebuah lembaga penegak hukum pada pengadilan praperadilan, tidak otomatis hakim yang menangani kasus itu dianggap tidak beraklak apabila ia menangkan penggugat atas dasar nilai-nilai yang luhur. Lain halnya, jika ia ambil keputusan memenangkan tersangka atas dasar pragmatisme. Seorang ahli fikih tidak dapat dikatakan tidak berakhlak ketika ia berfatwa bahwa seseorang tidak menistakan agama di tengah gemuruh orang-orang mendakwakannya jika fatwa itu didasarkan pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan kedudukan akhlak dalam tata aturan yang berlaku di Indonesia. 
Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat Para penyelenggara negara, semangat Para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata- katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat Para penyelenggara negara, Para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat Para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat Itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis.[footnoteRef:7] [7:  Undang-Undang Dasar 1945, Penjelasan.] 

Kutipan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menyebutkan bahwa hidupnya negara ditentukan oleh semangat para pemimpin dan para penyelenggara negara. Semangat itu lahir dari akhlak dan tinggi atau rendahnya semangat berbanding lurus dengan akhlak. Orang yang memiliki akhlak yang baik, semangatnya mestilah tinggi. 
Alquran memiliki pernyataan yang juga jelas dan tegas tentang kedudukan akhlak dalam penegakan hukum.
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  [النساء/58]
Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian memunaikan amanat kepada pemiliknya dan apabila kalian memutuskan hukum di antara manusia hendaklah kalian putuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah senang menasihati kalian dengannya. Sesungguhnya Allah Mahamendengar Mahamelihat (Qs 4: 58)

Ayat tersebut mengajarkan bahwa memutuskan perkara dengan adil adalah bagian dari amanah, bahkan bagian yang yang terpenting. Amanah itu diperintahkan oleh Allah kepada manusia umtuk melaksanakannya. Akan tetapi pelaksanaan amanah itu oleh manusia tergantung kepada akhlaknya terhadap Allah. Jika akhlaknya baik maka ia laksanakan amanah itu sungguh-sungguh dan jika akhlaknya buruk maka ia sepelekan amanah itu.
Semangat atau akhlak para pemimpin dan para penyelenggara negara menentukan hidupnya negara. Pemimpin dan penyelenggara negara yang akhlaknya baik mampu mengaplikasi asas hukum yang merupakan nilai luhur yang ada pada setiap peraturan perundang-undangan ke dalam penegakan hukumir dari akhlak.
Setiap peraturan peraundang-undangan memiliki semangat dan ruh—sebagai ajaran akhlak. Akan tetapi semangat itu seringkali absen dalam putusan-putusan pengadilan. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk menggugah para hakim untuk lebih taat pada moral dari bunyi huruf peraturan perundang-undangan.  
     
B. Rumusan dan Batasan Masalah
1. Bagaimanakah hubungan antara akhlak dan hukum dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah hubungan antara akhlak dan hukum dalam fikih?
3. Bagaimanakah menjadikan akhlak sebagai pegangan utama dalam membuat putusan hukum dan fikih?
Bahasan untuk menjawab ketiga pertanyaan penelitian di atas dibatasi pada ruang hukum keluarga

C. Tujuan Penelitian
Penelitian bertujuan, pertama,  untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara akhlak dan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan gambaran tentangan hubungan antara akhlak dan hukum dalam fikih.
Kedua, untuk mendapatkan upaya-upaya untuk menjadikan akhlak sebagai pegangan utama dalam membuat putusan hukum dan fikih.

D. Kegunaan Penelitian
Secara teoritis penelitian ini berguna untuk meninjau kembali teori-teori tentang hubungan hukum dan akhlak.
Secara praktis, kajian ini diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang akan mengambil putusan, terutama putusan hukum.

E. Penelitian Terkait
Karya yang agak klasik tentang moral dan hukum telah dihasilkan oleh Roscoe Pound. Dalam “Law and Morals: Jurisprudence and Ethics”, Pound menulis bahwa hubungan antara moral dan hukum merupakan satu di antara tiga persoalan yang banyak diperdebatkan oleh para hakim pada abad ke-19; dua lainnya adalah hukum alam dan penafsiran terhadap sejarah hukum.   
Berikutnya, dalam “Law and Morality”, Arthur Scheller Jr., menulis keterpisahan total antara hukum dan moral sebenarnya tidaklah mungkin terjadi. Dikotomi tegas antara moral dan hukum ditegaskan oleh Oliver W Holmes. Moral yang bersnadar pada hukum alam yang bersifat baku bertolak belakang dengan hukum yang bersandar pada masyarakat yang berubah-ubah.
Petrus CKL Bello, dalam “Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut HLA Hart” berpandangan bahwa Hart keliru ketika menyebut bahwa tidak hubungan antara hukum dan moralitas. Pemisahan hukum dari moralitas berimplikasi praktis bahwa hukum mejadi sewenang-wenang karena moral tidak bisa memberikan kritik terhadap hukum. Tidak dipisahkannya hukum dari moral tidak berarti konservatisme, seperti dikhawatirkan Hart, karena hukum tetap bisa dikritik.    

F. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ekspalanatori oleh karena penelitian bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan antara akhlak dan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan fikih dan hubungan-hubungan antara akhlak dan hukum dalam penegakan hukum dan pelaksanaan ketntuan-ketentuan fikih.
Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis dan historis. Penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan-ketentuan perundang-undangan untuk menyelami semangat yang dikandungnya. Demikian pula, berbagai ketentuan fikih dikaji untuk menyelami semangat yang dikandungnya. Kajian secara yuridis dilengkapi dengan kajian historis untuk mendapat penjelasan tentang suasana batin ketika undang-undang dilahirkan.

G. Sistematika Penulisan
Penulisan hasil penelitian dimulai dengan Bab Pendahuluan yang memuat uraian tentang masalah yang hendak diteliti dan urgensi masalah itu diteliti. Dalam bab ini pula diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai patokan untuk pembahasan dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian dan kegunaannya juga dikemukakan dalam bab ini dan dilanjutkan dengan pemaparan tentang beberapa karya penelitian dalam subjek ini yang telah dilakukan sebelumnya. Bagaimana data diperoleh sebagai bahan pembahasan dijelaskan dalam bagian metode penelitian.
Pada bab kedua dibahas akhlak dari berbagai sudut; pengertian, sejarah, kedudukan, dan fungsinya dalam berbagai masyarakat dan bangsa.
Dalam bab tiga, berbagai hal menyangkut peraturan perundang-undangan dan fikih akan dibahas. Pengertian peraturan perundang-undangan di berbagai masyarakat dan fikih dalam masyarakat muslim.
Pada bab keempat akan dibahas usaha-usaha yang mungin dilakukan agar moral lebih mmendapat perhatian dalam penegakan hukum.
[bookmark: _GoBack]Terakhir, bahasan berujung pada kesimpulan dan saran yang dimuat dalam bab lima. 
